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Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, perlu diatur
pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan
atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kehutanan setelah
berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan
Instansi yang bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, telah
ditetapkan  Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor
P.12/Menhut-1I/2009 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta penyesuaian

dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan,
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Mengingat

1.

maka perlu diatur pengendalian kebakaran hutan dan
lahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.
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Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian  Kerusakan dan atau  Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5580);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.77/MenLHK-1I/2015 tentang Tata Cara
Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar
kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan
atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan negara dengan
ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk
mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari
Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat
menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA
adalah kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu,

baik di darat maupun di perairan yang mempunyai



